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Menirnbang Bahwa dalam rangka menuju tata kelola penerintahan yang

bebas korupsi drperlukan suatu kondisis yang bebas dari
benturan kepentrngan, maka perlu menetapkan Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan yalg ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian;
1. Undang-Undalg Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelengga.ra€ul Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesra Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara

Republik lndonesia Nomor 387 4l sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2OOl (l,embaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2001

Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4l5O);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
apratur sipil Negara (lembaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, tambahan lembaran
Negara Repubhk lndonesia nomor 5494);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang
pemberantasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 8. Tambahan l,embaran negara Republik
Indonesia Nomor 3O21);

5. Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2017 tentang
peraturan disiphn pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Repubhk lndonesia Tahun 2O10 Nomor 74,

Mengingat



Tambahan t embarar Negara Republik Indonesia Nomor
513s);

6. Keputusan Presrden Nomor 47 tahun 1992 tentang
Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 10 Tahun
7974 tentatg beberapa pembatasan keguatan Pegawai
Negeri dalam rangkapemberdayagunaan aparatur
Negara dan Kesederhanaan Hidup.

7. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Brrokrasi Nomor 52 Tahun 2O 14 Tentang
Pedoman Pembangunan zona Integritas menuju wilayah
Bebas Dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani di hngkungan Instansi Pemerintah.

8. Peratura! Menterr Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasr Birokrasi Nomor 8 Tahun 2Ol5
tentang Pedomcrr penanganafl Benturan kepentingan
dilingkungan kementrian Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara da-n Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesra Tahun 2012 Nomor 65);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

61/Permentan I OT.l4O I lO I 201O tentang Organisasi

dan Tata Ker.1a Kementerian Pertanian;
1O. Peraturan Menteri Pertalian Nomor

tentang
Lingkungan

123. 1/Permentan/ HK. l5O/ 1 | 12014
Pedoman Benturan KePentingan Di
Kementerian Pertanian.

Memperhatikan

MENETAPKAN
Kesatu

Kedua

Ketiga

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(SP- DIPA) Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Pedomal penanganan benturan kepentingan di
Lingkungan Balar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam

l,ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan rnr.

Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penanganan

Benturan Kepentrngan di Lingkungan Balai Penerapan

Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara,

sebagaimana tercantum dalam tampiran yang merupakan

bagian yang tidak terprsahkan dari Keputusan ini;
Pedoman sebagarmana dimaksud dalam diktum Pertama

wajib dilalsanakzrr oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di



Keempat

Kelima

lingkungan Balar Penerapal Staldar lnstrumen Pertanian
Sulawesi Tenggara,
Monitoring dan eva-luasi atas pelaksanaan Pedoman

dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Balai;
Keputusan ini mular berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan
diperbaiki sebagarmana mestinya.

Di : Di Kendari
2025

t
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PEDOMAN PENANGAITAII' AEIITI]RAIT KEPENTING/IN
DI LINGKI'NGAT{ BALAI PENERAPAI{ STANDAR IIYSTRUMEN PERTAITIAN

SITLAWESI TENGGARA TAIIUN ANCTGARAN 2025

BAE} I
PENDAHULUAN

A. LATAR BET-A,KANG

Salah satu faktor pendorong terjadinya rrndak pidana korupsi adalah perilaku
benturan kepentingan (conllict of rnterest), yang merupakan suatu kondisi
dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan
profesionalitas seorang pejabat/penyelenggara Negara dalam mengemban
tugas/kewajibamya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat,
kelompok yang kemudian mempengarutu dan mereduksi kebijakan yang sedang
dibangun dan kemudian lemahirkan kebijakan atau keputusan yaflg
menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi
kepada memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan
kebijakan yang tidak efisien dan efektrf vang mampu diberikan.

Di sisi lain, perilaku dan potensi benturan kepentingan belum dikenal secara
baik bentuk, jenis, dan sumber penyebab te{adinya benturan kepentingan. Dan
yang terutama adalah bagaimana menangani persoalan benturan
kepentingan itu sendiri bila te4adr di lingkungan Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara.

Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan
kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggunglawaban serta keadilan.

B. TUJUAN

Tujuan dari Identifikasi Benturan Kepentmgan ini adalah:
a. Mengidentifikasi perilaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BPSIP

Sultra untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan
kepentingan.

b. Mtlnciptakan budaya pelayanan pubhk yang dapat mengetahui, mencegah,
dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan
dan efisien tanpa mengurangi krneqa pejabat yang bersangkutan.

c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara
d. Menegakkan integritas
e. Menciptakan pemerintahan yang bersrh dan berwibawa.

Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum,
peraturan perundang-undangan, mengrndahkan norna-nonna yang berlaku di
masyarakat, dan berusaha menghrndan tmdakan, perilaku ataupun perbuatan
yang menimbulkan benturan kepentrngan, korupsi, kolusi maupun nepotisme
(KKN), BPSIP Sultra menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan.



C. PENGERTIAN

Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat atau merniliki
kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Negara
dalam wilayah hukum Negara dan memeprgunakan anggaran yang seluruhnya
atau sebagian berasal dari negara. Dalam hal ini adalah Penyelenggara Negara
di Balai Penerapan Standar lnstrumen Pertanial Sultra'

Pegawai Negeri Sipit adalah pegawar negeri sipil di lingkungan Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Sultra.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. BENTURANKEPENTINGAN

Benturan kepentingan dapat dia-rtikan sebagai situasi dimana Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Kementerian Pertaniall memiliki kewenangan atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadr terhadap setiap penggunaan wewenang,
sehingga dapat mempengaruhi kuahtas keputusan dan/atau tindakannya
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 123.1/PERMENTAN l}lK.lSO/ 11 l2OL4
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Kementerian Pertanian).

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang
pej abat/ penyelenggara Negara dalam mengemban tu gas (Peraturan Menteri
PAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepenlingan di Lingkungan Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi).

B. BENTUK.BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Situasi Bentural Kepentingan dapat terjadi dalarn:
a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian

atau penerimaan hadiah/ cenderamata atau hiburan atas suatu
keputusan/jabatan;

b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk
kepentingan pribadi/ golongan ;

c. Situasi yang menyebabkan rr-formasi rahasia jabatan/instalsi
dipergunakan untuk kepentingan pnbadi/golongan;

d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
sehingga dapat menyebabkan pemadaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya ;

e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk
tidak mengikuti porsedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;

f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti porsedur
karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

g. Situasi dimana kewenangan penilaran suatu obyek kualifikasi dimana
obyek tersebut merupakan hasil dan st penilai;



h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
i. Situasi dimana seseorErng dapat menetuka-n sendiri besarnya

gaji/remunerasi;
j. Situasi bekerja lain di luar peker3aan pokoknya;
k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yalg menyalahgunakan

wewen€rng;
1. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang

telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia
bararrg/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa

m. Situasi dimala terdapat hubungan afitiasi/kekeluargaan antara pejabat
BPSIP Sultra dengan pihal la-rnnva yang memiliki kepentingan atas
keputusan dan/atau tidakan sehu bungan dengan jabatannya.

C. JENIS BENTURAN KEPENTINGA\

Jenis Benturan Kepentingan dapat te4 adr dalam:
a. Proses pembuatal kebijakan yang berpihak kepada suatu akibat

pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
b. Proses pengelua-ran izin/ sertifikat 7 surat ketera-ngan kepada suatu pihak

yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap
persyaratan perizinan/ sertifikasi/ permohonan keteralgan;

c. Proses pengangkatan/mutasr pegawai berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;

d. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan
keputusan Penyelenggara Negara yang tidak professional;

e. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
f. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk

kepentingan pribadi;
g. Proses pengawasan atau penilatarr .vang tidak porfesiona-l karena adanya

hubungan aliliasi/pengaruh dengan pihak lain;
h. Menjadi bawahan pihak yang drnilai/diawasi / p*r* yang memiliki

kepentingan atas sesuatu yang din ar
i. Menjadi bagian dari pihak yang drnilai/diawasi/ pihak yang memiliki

kepentingan atas sesuatu yang dinilar;
j. Melakukan pengawasan atau penllarar tidak sesuai dengan norma, standar,

dan prosedur; dan/atau
k. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat memgikan masyarakat karena

pengaruh pihak lain.

D. SUMBER PEI\IYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber penyebab benturan kepentrngan dapat berupa:
a. Penyalahgunaan wewenang, yattu penyelenggara negara membuat

k eputusan atau tindakan yang trdak sesuai dengan tujuan atau melampaui
batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan;

b. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara mendududki
dua atau lebih jabatan publik sehmgga tidak dapat menjalankan jabatannya
secara professional, independen, dan akuntabel;



c. Hubungan aliliasi (pribadi atau goiongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh
seseorang penyelengga.ra negara dengan pihak tertentu baik karena
hubungan darah, hubungan perkawman maupun hubungan pertemanan
yang dapat mempengaruhi keputusamya;

d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat, komisi, prnJzlman tanpa bunga, tiket Perjalanan'
fasilitas penginapan, perjalanan wrsata, pengobatan Cuma-Cuma dan
fasilitas lainnya;

e. Kelemahan sistem organisasi, yartu keadaan yang menjadi kendala bagl
pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang
disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;

f. Kepentingan pribadi (Vested lnterestl, yaitu keinginan/ kebutuhan
seorang penyelenggara negura mengenai suatu hal yang besifat pribadi.

E. PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

IDENTIFIKASI, PENCEGA}IAN DAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. IDENTIFIKASI

Pejabat yang berpotensi memiliki benturein kepentingan dapat berupa pejabat
struktural dan pejabat fungsional sebagar berikut:

a. Pejabat femerintah lang berwen-ang dalam pengambilan keputusan dan
penentuan kebijakan;

b. Ferencana, yaitu pejabat pemenntah yang diberi tugas, tanggungiawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk
melaksanakan kegiatan perenczrnaan pada unit perencana tertentu; - -

c. Aparat Pengariias internal Pemerintah (aplp), Vqlu pejabal
pimerintah "yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar qesla
hengrn kaidah yan--g berliku. dalam hat ini Tim Zona Integritas (ZI) BPSIP
Sultra;

d. Pelaksana pelayanan publik. yartu pejabat, pegawai,-dq?- p^etugas dan
setiap orarig ying belierj a di dalam unit organisasi BPSIP Sultra yang
meprinyai tig-as memberikan pelayanan publik;

e. Perigaoias, yaftu pejabat yang ' bertugas mengawasi,- mengevaluasi,
verifikasi, sertifikasi, pengujial dan kegiatan pengawaszrn larnnya;

f. Penyidik pegawai Negeri Sipi-t (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan
fungsi penyidikan;

g. Pejtbaa dan staf yang terlibal dalam kegiatan pengelolaan keuangan
negara;

h. Ketua, Anggota dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
Barang dan Jasa.

BAB III

1. Satuan kerja wajib mengidentifikasr potensi situasl benturan kepentingan'
2. Satuan teija menlatartan situasr hubungan afiliasi dan kepentingan

pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam
iurat pernyataan potensi benturan kepentingan).

3. Satuan k6rja m6nyusun mekamsme identifikasi untuk mendeteksi
pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingal.

+. identi&asi penanganan benturar kepentingan di dokumentasikan dalam
dokumen-dokumen resmi



B. PENCEGAHAN

Pegawai Negeri Sipil wajib:
1) Saat dilantik harus mendeklarastkan potensi benturan kepentingan:

a. Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang adanya
kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan
jabatannya pada saat seseorang drangkat sebagai penyelenggara negara;

b. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi
setelah pelaporal dan pernyataan awal;

c. Pelaporan mencakup informasr yang rinci untuk bisa menentukan
tingkat benturan kepentingan dzur bagaimana menanganinya.

2l Dalan melaksanakan kewajibal

a. Dilarang, melakukan transaksr dan/ atau menggunakan aset instansi
untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

b. Dilarang menerima, member, menjanjikan hadiah/manfaat dan/ atau
hiburan (entertainment) dalam bcntuk apapun yang berkaitan dengan
jabatan dan kedudukannya di BPSIP Sultra dalam kaitannya dengan
mitra kerja, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara
lainnya;

c. Dila-rang mengijinkan pihak ketrga memberikan sesuatu dalam bentuk
apapun kepada pegawai negen srpil di lingkungan BPSIP Sultra dan
keluarganya;

d. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang
melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga
dalam rangka kedinasan atau ha.l-hal yang dapat menimbulkan pote[si
Benturan Kepentingan;

e. Dilarang bersikap diskrimrnatrf dan tidak adil untuk menenangkan
penyedia barang/jasa rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud
untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga
dan/ atau golongan;

f. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia BPSIP
Sultra untuk kepentingan di luar BPSIP Sultra;

g. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut
serta dalam kegiatan Pengadazrn Barang/Jasa di BPSIP Sultra, yang
pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian
yang bersanglutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau
meflgawa$nya;

h. Dilarang ikut dalam porses pengarnbilan keputusan apabila terdapat
potensi adanya Benturan Kepentrngan;

i. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa
kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pohak lain atas beban
negara.

3) Membuat Pernyataan POtensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai' hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan
penyelehggara negara (pimpinan unrl kerja atau pimpinan BPSIP Sultra)

4) Deklarasi benturan kepentingan d rsampaikan dalam Surat Pernyataan
Potensi Benturan Kepentingan.

5) Perangkapan Jabatan yang berpotensr terjadinya Benturan Kepentingan oleh
pegawai BPSIP Sultra dimungkrnkan untuk dilaksanakan selama terdapat
kebijakan dan peratutan pemerlntah vang mengatur mengenai hal tersebut'

6) PenCegahan penanganan benturan kepentingan di dokumentasikan dalam
dokumen-dokumen resmi.



C. PELAPORAN BEIVTURAN KEPENTIN GAN

1) Pelaporan benturaa kepentingan oreh pegawai negeri sipil BPSIP Sultra
melalui atasan langsung dan pimprnan unit kerja. Pelaporan melalui atasan
langsung dan pimpinan unit kerla dilakukan apabila pelapor adalah
Pegawai BPSIP Sultra yarrg terhbar atau memiliki potensi untuk terlibat
secara langsung dalam situasr Benturan Kepentingan. Pelaporan
dilaksanakan dengaa menyamparkern Surat Pernyataan POtensi Benturan
Kepentingan kepada atasan langsung darr pimpinan unit kerja.

2) Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri sipil BPSIP Sultra
melalui Tiro Zona Integritas. Apabrla atasan langsung dan/ atau pimpinan
unit keda melakukan pengaba-ian aras situasi bentura-n kepentingan yang
dialami oleh pelapor. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat
Pemyataan Potensi Benturan Kepentmgan kepada Tim 7,ona Integntas (Zll.
Tim Zona Integritas (Z1l akat melakukerr analisis dan evaluasi atas potensi
benturan kepentingan dan menyzrmpaikan hasil analisis dan evaluasi
kepada Kepala BPSIP Sultra.

3) Pelaporan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam
dokumen- dokumen resmi.

BAB IV
PELAPORAN OLEH MASYARAKAT

A. Warga masyarakat dapat melaporkan situasi benturan kepentingan cara:
1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan

dapat melaporkal atau memberikan keterangan adanya dugaan
benturan kepentingan pejabat daa,lm menetapkan keputusan dan/atau
tindakan;

2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan
langsung pejabat penga:rrbrl keputusan dan/atau tindakal dengan
mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti
terkait;

3) Atasan langsung pejabat tersbut memeriksa tentang kebenaran
laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari keda;

4) Apabila hasil dari pemeriksaal tersebut tidak benar maak
keputusan dan/ atau tindakan pejabat yang.{ilaporkan tetap berlaku;

5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu 2 (dua)
hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung
tersebut dan seterusnya;

6) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil
pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Zona
Integritas (Z) BPSIP Sultra.

B. Pelaporan melalui Whistle Blourng System dilakukan apabila pelapor
adalah Pegawai BPSIP Sultra atau prhak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra
Ke{a dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara larrgsung,
namun mengetahui adanya potensr adanya Berrturan Kepentingan di
BPSIP Sultra.



BAB V
PENANGANAN SITUASI BEI{TURAN

KEPENTINGAN

1

2

A. PRINSIP DASAR

s)

Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
Partuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
Menzutamakan kepentingan umum
a. PEnyelenggara Negara harus mernperhatikan asas umum pemerintahan

yang baik dalam memberikan pelavanan kepada masyarakat
b. Dalarn pengambilan keputusan. Penyelenggara Negara harus

memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan kebij akan y"',tg
berlai<u tanpa m-emikirkan keuntungarr pribadi atau tanpa dipengaruhi
preferensi pribadi ataupun afrliasr dengan agama, profesi, partai atau
politik, etnisitas, dan keluarga:

c. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi
daldm pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi
kualitaS keputusannya. Apabila terdapat konllik kepentingan, maka
Penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan--keputuSan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dart
aJiliasi pribadinya;

d. Penyele-ngara Negara harus menghmdarkan diri tindakan pribadi yang
diuritungkan olelii 'inside information' atau or€rng dalam yang diperolehnya
dari iabatannya, sedangkan inJormasi ini tidak terbuka untuk umum;

e. Penyblenggari Negara tiaat Uoleh mencari atau menerima keuntungan yang
tidak seliarusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
dan

f. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tig.ak
sehirusn]l dari jabatan yang pernalr dipegalgnya, termasuk mendapatkan
informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pej abat yang
bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

Menciptakan keterbukaan penamganan dan pengawasan benturan
kepentingan.

a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang
dilakukannya. Kewajiban inr tidak sekedar terbatas pada mengikuti
undang- undang dan peraturan tetapi juga ha.rus mentaati nilai-ni1ai
pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak
berpihak, dan memiliki integntas.

b. Kepentingan pribadi dan hubungan aliliasi Penyelenggara Negara yang
dapat menghambat pelaksalaan tugas publik harus diungkapkan dan
dideklarasikarr agar dapat drkendalikan dan ditangani secara memadai;

c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur
pengaduan dari masyarakal terkait adanya konllik kepentingal yang
te{adi;

d. Penyelenggara Negara harus menjamin konsistensi dan
keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi
konllik kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;

e. Penyelenggara Negara harus dapat memberikan akses kepada
masyara-kat
untuk mendapatkan berbagar informasi yang terkait dengan
penggun€ran kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada.



4) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanal.
a. Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi

teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat;
b. Penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi

dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat
menghindari te{adinya konf'hk kepentingan ya18 merugikan
kepentingan publik apabila teqadr konllik kepentingan;

c. Penyelenggara Negara harus bertanggungiawab untuk
menyelesaikan konllik kepentrngan yang tedadi;

d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen.
5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap

benturan kepentingan.
a. Tersusun dan terlaksananva kebijakan dan praktik manajemen

yang merrdorong pengawasan dan penanganan konllik kepentingan
secara efektif;

b. Terciptanya iktim yang mendorong Penyelenggara Negara
untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang te{adi;

c. Terciptanya budaya komuni.kasr yang terbuka, serta mendorong dialog
tentang integritas secara teru s menerus;

d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan
untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dank ode etik
lembaga.

B. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PEGAWAI NEGERI
SIPIL BPSIP SULTRA

1) Pegawai negeri Sipil yang berpotensr dan/ atau telah berada dalam situasi
Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan
POtensi Benturan Kepentingar terhadap kondisi tersebut kepada Atasan
Langsung dan pimpinan unit keq;a.

2) Pegawai negeri sipil yang dirinya berpotensi dan/ atau telah berada dalam
situasi benturan Kepentingan:
a. DII"A,RANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas

dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi benturan Kepentingan.
b. Untuk selanjutnya yang bersamgkutan mengundurkan diri (recusal) dari

tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut
atau memutuskan untuk xdak untuk tidak terlibat dalam proses
pengambilan Keputusan terkart dengan kegiatan yang terdapat
Benturan Kepentingan.

1) Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil pimpinan unit ke{a' 
sebagai langka}- ianjutan setelal: penyelenggara negara melaporkan situasi
benturan kepentingan sebagai beriku t:
a. Penguraigan (&vestasi) kepentilgan pribadi Penyelenggara Negara dalam

jabatannya;
b. penarikan diri (recusal) darr proses pengambilan keputusan

dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;

C. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PIMPINAN UNIT
KEzuA



c. Membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila
yang bers angkutaa memiliki kepentingan;

d. Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki
benturan kepentingan

e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungiawab Penyeienggara Negara
yang bersangkutan;

f. Pengunduran diri Penyeienggara Negara dari jabatan yang
menyebabkan benturan kepentrngal.

2) Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata
untuk kepentingan BPSIP Sultra. maka pimpinan unit keda dapat meminta
yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungiawabnya
dalam kegiatan tersebut. Surat permintaan disampaikan kepada pelapor
secara tertulis.

3)Tindakan penanganan benturart kepentingan didokumentasikan
dalam dokumen-dokumen resmr

BAB VI
SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindakan
Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai
perundangan-undangan.

MP \.
1 0d1

Benturan
peraturan

BAB \,'II
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tim Zona Integritas (ZD BPSIP Sultra melaksanakan pemantauarr dan evaluasi
kebljakan penanganan benturan kepentrngart secara berkala.
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